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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Nglinggi ditinjau dari asas pengelolaan 

keuangan desa, belum sesuai dengan asas pengelolaan  keuangan desa,  meskipun  

sudah ada upaya pemenuhan asas dari Pemerintah Desa.  Hal ini disebabkan oleh  

faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Pemerintah Desa  sendiri, dan faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari masyarakat/publik. 

B. Saran 

1. Saran Untuk Pemerintah Desa Nglinggi 

a. Asas Transparansi 

Pemerintah Desa Nglinggi perlu meningkatkan koordinasi yang baik dan 

teratur baik dengan pihak supradesa ataupun dengan ketua-ketua RT/RW 

yang merupakan elemen terkecil yang paling dekat dengan masyarakat 

sehingga lebih memperlancar fungsi kontrol dan komunikasi dengan 

masyarakat, agar semua informasi dapat diterimah oleh masyarakat Desa 

Nglinggi dan dengan demikian pelaksanaan penggunaan dana desa dapat 

terlaksana secara merata dan membawah kemanfaatan bagi masyarakat 

Desa Nglinggi.  

b.  Asas Akuntabilitas 
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Pemerintah Desa Nglinggi perlu melakukan sosialisasi secara bertahap dan 

teratur kepada masyarakat, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi aparat 

desa sendiri dalam hal pengelolaan keuangan desa pada umumnya agar 

meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengelolah keuangan Desa. 

Pemerintah Desa Nglinggi harus tetap memperhatikan prioritas 

penggunaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan menetapkannya sesuai kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. 

c. Asas Partispatif 

Ruang publik harus tetap terbuka dan pendekatan terhadap masyarakat 

harus tetap ditingkatkan. Masukan dan aspirasi dari masyarakat/publik 

harus dijdikan bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun kebijakan 

selanjutnya. 

2. Saran Untuk Masyarakat Desa Nglinggi 

a. Asas Transparansi 

Masyarakat Desa Nglinggi  harus selalu proaktif dan antusias 

memonitoring pelaksanaan penggunaan dana desa. 

b. Asas Akuntabilitas 

Masyarakat Desa Nglinggi harus  hadir dalam musyawarah desa dan 

menyampaikan aspirasinya agar lebih mudah bagi Pemerintah Desa dalam 

menentukan prioritas penggunaan dana desa. 
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c. Asas Partisipatif 

Masyarakat harus aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada 

pemerintah desa agar pelaksanaan penggunaan dana desa dapat 

menjangkau kebutuhan masyarakat tanpa ada yang merasa terabaikan.  
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